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Abstrak

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas
legalitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek
historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan
pandangan secara imperatif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta
kajian dari perspektif weltanschaung kita yaitu Pancasila, kajian dari masing-masing aspek
ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas yang mana dalam pandangan
ilmu pengetahuan perbedaan itu justru akan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana
itu sendiri, Larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana (retroaktif) yang
tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menimbulkan
implikasi peraturan di bawah UUD 1945 tidak dapat mengeyampingkan asas tersebut.
Pemberlakuan Asas Retroaktif hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil. Dari
kalimat “nullum delictum” yang artinya “tidak ada delik” dan “nulla poena” yang artinya
“tidak ada pidana” menunjukan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum pidana
materiil. Pemberlakuan Asas Retroaktif tidak dapat diberlakukan dalam hukum pidana
formil secara umum yakni KUHAP, namun Asas Retroaktif dapat diberlakukan dalam
hukum pidana formil secara khusus yakni dalam Undang-Undang KPK.

Kata Kunci : Asas Legalitas, Asas Retroaktif, Penegakan Hukum

Abstract

Retroactive problems arise as a consequence of the application of the principle of
legality. The principle of legality itself can be studied based on various aspects, such as
historical aspects, socio-criminological aspects, aspects of legal reform in relation to
imperative and linear views, aspects related to criminal politics and studies from our
Weltanschaung perspective, namely Pancasila, a study of each aspect This gives different
implications regarding the principle of legality which in the view of science the difference
will actually enrich the repertoire of criminal law itself. The prohibition of retroactive
application of a criminal regulation contained in Article 28 I paragraph (1) of the Second
Amendment of the 1945 Constitution raises the implications of regulations under the 1945
Constitution cannot override this principle. The application of the Retroactive Principle is
only related to material criminal law. From the sentences "nullum delictum" which means
"no offense" and "nulla poena" which means "no crime" shows that this is the realm of
material criminal law. The application of the Retroactive Principle cannot be applied to
formal criminal law in general, namely the Criminal Procedure Code, but the Retroactive
Principle can be applied to formal criminal law specifically, namely the KPK Law.
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A. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan sistem nilai se-
kaligus penentu arah kebijakan dan progr-
am pembangunan sistem hukumnasional.
Sejalandengan karakter hukum masyarakat
Indonesia yang tercermin dari lima sila dari
Pancasila, kita tidak perlu ragukan atau per-
tanyakan lagi, diperkuat berdasarkan agama
dan keyakinan masyarakat yang telah tum-
buh dan berkembang selama berabad-abad
lamanya di bumi nusantara. Penanaman ka-
rakter hukum Pancasila sejak tingkat pendi-
dikan dasar sampai perguruan tinggi bukan
hal yang ganjil dan dipaksakan, melainkan
merupakan pra-kondisi untuk dapat mencip-
takan lulusan pendidikan yang memahami
benar hak dan kewajibannya sebagai gene-
rasi bangsa Indonesia yang dijamin dan di-
lindungi UUD 1945 .

Asas hukum merupakan landasan
yang paling luas bagi lahirnya suatu suatu
peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menye-
butkan asas hukum sebagai "jantungnya"
peraturan hukum atau ratio legis dari pera-
turan hukum.' Asas hukum tidak akan habis
kekuatannya dengan melahirkan suatu pera-
turan hukum, kekuatannya akan tetap ada
bahkan hingga ia melahirkan suatu peratu-
ran-peraturan selanjutnya. Dengan demiki-
an, asas hukum adalah dasar normatif pem-
bentukan hukum, tanpa asas hukum, hukum
positif tidak memiliki makna apa-apa, dan
kehilangan watak normatifnya, yang pada
gilirannya asas hukum membutuhkan ben-
tuk yuridis untuk menjadi aturan hukum po-
sitif.

Oleh karena itu harus diakui bahwa
asas-asas hukum mengambil tempat sentral
dalam hukum positif. Salah satu asas hu-
kum yang hingga saat ini masih berlaku dan
sangat terkenal adalah asas legalitas, deng-
an tiga pengertian yang terkandung di da-
lamnya, yaitu :

1. tidak ada perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana dalam
hal ini terlebih dahulu belum di-

! Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Sekolah
Tinggi [lmu Hukum Sumpah Pemuda
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nyatakan dalam suatu aturan per-
undang- undangan;

2. untuk menentukan adanya perbuatan
pidana tidak boleh digunakan ana-
logi; dan

3. aturan-aturan hukum pidana tidak
berlaku surut.

Meskipundemikian, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi tampaknya
juga berdampak terhadap penerapan asas-
asas hukum di Indonesia. Hal ini terlihat
dari konfigurasi perdebatan diantara pakar
hukum tentang penerapan asas retroaktif
dalam sistem hukum Indonesia.Asas non-
retroaktif dalam ilmu hukum pidana secara
eksplisit tersirat dalam ketentuan Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP),
dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1):

" Tiada suatu perbuatan yang dapat
dipidana kecuali atas kekuatan aturan
pidana dalam perundang-undangan ya-
ng telah ada, sebelum perbuatan dilaku-
kan".

Bertitik tolak dari uraian mengenai
hukum positif dan rancangan undang-
undang hukum pidana, dua hal yang sangat
penting untuk diketahui masyarakat luas,
yaitu :

1. pertama, uraian di atas mempertegas
kembali bahwa ketentuan mengenai
asas non-retroaktif hanya secara tegas
diatur dan diberlakukan dalam ling-
kup hukum pidana materiil bukan da-
lam lingkup hukum pidana formil
(hukum acara pidana) apalagi dalam
bidang hukum administrasi yang me-
mang tidak memiliki dasar aturan me-
ngenai hal tersebut baik dalam teori
maupun dalam doktrin hukum admi-
nistrasi,

2. bila melihat ketentuan mengenai asas
non-retroaktif, lingkup asas ini hanya
dalam konteks apakah suatu perbu-
atan itu dapat dipidana atau tidak ke-
tika perbuatan itu dilakukan oleh su-
atu dasar aturan ketentuan pidana ya-
ng telah berlaku ketika itu.

Mengkaji hukum pidana, tidak dapat
dilepaskan dari masalah kejahatan. Hal-hal
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yang berkaitan dengan kejahatan yakni ben-
tuk kejahatan, kausalitas serta perkembang-
an kejahatan merupakan masalah yang tidak
pernah selesai untuk dikaji dan sesuai me-
narik disiplin lain untuk turut serta meng-
kaji. ”Kejahatan tidak terjadi dan tidak ter-
dapat kekosongan artinya dimana ada ma-
nusia lebih dari satu orang atau dimana ada
masyarakat, disitu ada kejahatan”.?

Pemberlakuan hukum pidana secara
retroaktif dilandasi oleh prinsip keadilan
untuk semuanya dalam arti keadilan bagi
pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi
korban tindak pidana,” merupakan menyei-
mbang asas legalitas yang sematamata ber-
patokan pada kepastian hukum dan asas
keadilan untuk semuanya.Pemberlakukan
hukum pidana secara retroaktif dengan kon-
disi-kondisi seperti kepentingan kelompok
masyarakat, bangsa, maupun Negara yang
selama ini kurang mendapat perlindungan
dari asas legalitas dapat diterima guna
memenuhi tuntutan moral pembalasan ma-
syarakat.

B. PERMASALAHAN

Dari apa yang telah penulis jabarkan
pada sub-bab latar belakang diatas, maka
penulis tertarik untuk meneliti secara lebih
mendalam dan mencoba untuk menguraikan
permasalahan yang akan penulis angkat, ya-
itu:“Bagaimanakah Pemberlakuan Asas Re-
troaktif dalam Hukum Pidana Matrill di
Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai da-
lam melakukan penelitian ini adalah bagai-
manakah Pemberlakuan Asas Retroaktif da-
lam Hukum Pidana Matrill di Indonesia.
D. Metodologi

Jenis Penelitian yang digunakan da-

lam penulisan ini adalah jenis penelitian hu-
kum normatif karena adanya konflik norma.
Di satu sisi adanya pemberlakuan Asas

* Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif
Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana
Penjara, Ananta, Semarang, 1994 hlm.14.

* Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum
Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
hlm.8-9
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Retroaktif di sisi lain adanya pemberlakuan
Asas Legalitas. Sumber Hukum yang digu-
nakan adalah data sekunder yaitu data yang
diperoleh melalui studi kepustakaan. Peng-
umpulan bahan hukum dilakukan pencata-
tan teori-teori yang diperoleh dari literatur-
literatur serta Peraturan Perundang-Unda-
ngan.

E. Pembahasan

Hukum pidana Indonesia pada da-
sarnya menganut asas legalitas sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang
menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat
dipidana kecuali atas kekuatan aturan pida-
na dalam perundang- undangan yang telah
ada sebelum perbuatan dilakukan".

Salah satu konsekuensi dari keten-
tuan tersebut adalah larangan memberlaku-
kan surutsuatu perundang-undangan pidana
atau yang dikenal dengan istilah non-re-
troaktif. Larangan retroaktif, sebenarnya
merupakan asas yaitu asas non-retroaktif,
asas yang melarang keberlakuan surut dari
suatu undang-undang. Asas ini sesuai de-
ngan Pasal 2 Algemene Bepalingen van
Wetgeving voor Indonesie ("AB"). Dalam
hukum pidana, asas ini kemudian dican-
tumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:

"Tiada suatu perbuatan boleh di-
hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan
pidana dalam undang-undang, yangada
terdahulu daripada perbuatan itu."

Pemberlakuan hukum pidana secara
retroaktif merupakan pengecualian dari asas
legalitas atau Principle of legality atas dasar
extra ordinary crimes, seperti pelanggaran
terhadap hak asasi manusia yang berat. De-
ngan demikian pemberlakuan hukum pida-
na secara retroaktif yang dilandasi oleh pri-
nsip keadilan untuk semuanya dalam arti,
baik keadilan bagi pelaku tindak pidana
maupun keadilan bagi korban tindak pidana
merupakan penyeimbang asas legalitas ya-
ng semata-mata berpatokanpada kepastian
hukum dan asas keadilan untuk semuanya.

Sehingga pemberlakuan hukum pi-
dana secara retroaktif dengan kondisi-
kondisi tertentu, seperti demi kepentingan
kolektif baik kepentingan masyarakat,
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bangsa, maupun negara yang selama ini
kurang mendapat perlindungan dari asas
legalitas dapat diterima, guna memenuhi
tuntutan moral pembalasan masyarakat.
Masalah yang perlu mendapat kajian men-
dalam adalah makna dari retroaktif itu sen-
diri. Artinya apakah masalah retroaktif ha-
nya berlaku terhadap undang-undang baru
yang menciptakan delik baru ataukah juga
berlaku terhadap undang-undang baru yang
merupakan perubahan dari undang-undang
lama, sehingga tidak menciptakan delik
baru.

Pemberlakuan retroaktif secara sem-
pit ialah terbatas pada undang-undang baru
yang menciptakan delik baru saja dan ter-
batas pada delik baru yang memenuhi kri-
teria perbuatan-perbuatan yang membaha-
yakan kelangsungan hidup negara, bangsa
dan masyarakat. Di sini kepentingan yang
harus dilindungi adalah kepentingan kolek-
tif baik kepentingan negara, bangsa maupun
masyarakat. Dengan demikian, ketentuan
Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan aturan
peralihan yang bersifat umum.

Dari ketentuan Pasal 4 UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, jelas
bahwa "Hak untuktidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut" merupakan
hak absolut dari manusia yang tidak dapat
dikurangi atau dibatasi. Pernyataan yang
tercantum dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun
1999 ialah hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun, tidak berlaku mut-
lak, karena sesuai dengan penjelasan Pasal
4 UU No.39 Tahun 1999.

Pengecualian terhadap pernyataan bahwa
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut seperti tercantum dalam
penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia sebenar-nya
tidak sesuai dengan prinsip umum yang
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP
yang melarang suatu aturan pidana berlaku
secara Retroaktif walaupun didalam penje-
lasan tersebut dibatasi hanya terhadap pela-
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nggaran berat Hak Asasi Manusia yang
digolongkan kedalam kejahatan terhadap
kemanusiaan, serta pengecualian/seolah-o-
lah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1
ayat (1) KUHP yang melarang suatu aturan
pidana berlaku surut, haruslah dipandang
sebagai suatu penyimpangan dan masih di
dalam tingkatan undang-undang yang sede-
rajat, sehingga disini berlaku asas /ex spec-
ialist derogat lex generalis artinya undang-
undang yang khusus menyampingkan un-
dang-undang yang umum.

Pemberlakuan hukum pidana secara
retroaktif, ‘sebagaimana terdapat dalam
Undang-Undang tentang HAM dan terori-
sme untuk kasus bom di Bali, merupakan
pemberlakuan secara retroaktif bagi hukum
pidana materiil. Lebih lanjut bahwa hukum
acara pidana baru berjalan kalau hukum
pidana materiil ada. Fungsi hukum acara
pidana adalah untuk menegakkan kaidah-
kaidah hukum pidana materiil, atau lebih
khusus lagi hukum pidana memberi tugas
kepada para penegak hukum untuk mencari
kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu
hanya ada pada fakta-fakta yang ada di
dalam hukum pidana materiil.

Jadi asas-asas hukum acara pidana
hanya ditujukan kepada para penegak hu-
kum terutama Hakim yang akhirnya harus
mencari kebenaran materiil.Sejarah hukum
pidana retroaktif itu hanya untuk hukum
pidana materiil, tidak dalam hukum acara
pidana, karena asas legalitas yang tercan-
tum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu
memang dilahirkan sebagai akibat dari re-
zim yang otoriter. Asas legalitas dimaksud-
kan untuk membatasi kewenang-wenangan,
dan hingga saat ini tidak ada perubahan.’

Penentuan delik berkaitan dengan
ranah hukum pidana materiil, yang ditetap-
kan oleh pembuat undang-undang (legisla-
tif). Pemberlakuan secara retroaktif seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP secara jelas menunjuk pada hukum

* J.E.Sahetapy, Kausa Kejahatan, Pusat Studi
Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Surabaya,
1979,hlm. 1

> Ibid
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pidana materiil, tetapi asas non retroaktif
dapat disampingi berdasarkan Pasal 103
KUHP. Asas non retroaktif merupakan asas
yang sangat fundamental dalam hukum pi-
dana, sehingga tidak dapat disampingi be-
gitu saja, hanya karena telah diatur dalam
sebuah undang-undang. Penyimpangan ya-
ng diperolehkan menurut Pasal 103 KUHP,
tidak berlaku terhadap asas non retroaktif.
Pemberlakuan asas retroaktif hanya berkai-
tan dengan hukum pidana materiil. Kalimat
“nullum delictum” yang artinya “tidak ada
delik” dan “nulla poena” yang artinya “ti-
dak ada pidana” menunjukan bahwa hal
tersebut merupakan ranah hukum pidana
materiil. Penentuan delik dan pidana, diten-
tukan dalam hukum pidana materiil.®

Suatu ketentuan mengandung pem-
berlakuan secara retroaktif jika ketentuan
tersebut menyatakan seseorang bersalah ka-
rena melakukan suatu perbuatan yang keti-
ka perbuatan tersebut bukan merupakan
perbuatan yang dapat dipidana dan menja-
tuhkan hukuman atau pidana yang lebih be-
rat daripada hukuman atau pidana yang ber-
laku pada saat perbuatan itu dilakukan.’
Pemberlakuan hukum pidana formil secara
retroaktif sangat mungkin terjadi. Undang-
Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebagai contoh Undang-Undang ya-
ng mengatur sesuatu perbuatan tetapi diser-
tai dengan hukum acara yang baru misalnya
pembuktiandengan alat elektronik yang di-
berlakukan terhadap suatu peristiwa tertentu
yang telah ada sebelumnya. Ketika perbua-
tan tersebut dilakukan pembuktian dengan
alat elektronik, sehingga dalam hal ini hu-
kum acara pidana diberlakukan secara ret-
roaktif. Namun dalam hukum pidana formil
secara umum yakni dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ti-
dak dapat memberlakukan Asas Retroaktif.

Persoalan retroaktif sendiri muncul
sebagaikonsekuensi diterapkannya asas le-

% Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 5
7 Ibid, him. 17
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galitas.® Asas legalitas sendiri dapat dikaji
berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek
historis, aspek sosio kriminologis, aspek
pembaharuan hukum dalam kaitannya de-
ngan pandangan secara imperatif dan lini-
er, aspek yang terkait dengan politik krimi-
nal serta kajian dari perspektif weltans-
chaung kita yaitu Pancasila.

Kajian dari masing-masing aspek ini
memberi implikasi yang berbeda mengenai
asas legalitas yang mana dalam pandangan
ilmu pengetahuan perbedaan itu justru akan
memperkaya khasanah ilmu hukum pidana
itu sendiri, Larangan pemberlakuan surut
suatu peraturan pidana (retroaktif) yang
tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD
1945 Amandemen Kedua menimbulkan
implikasi peraturan di bawah UUD 1945
tidak dapat mengeyampingkan asas terse-
but. Kenyataan yang timbul adalah ada pe-
ngecualian terhadap larangan tersebut yang
diatur "hanya" dengan undang-undang yang
dalam hirarkis perundang-undangan masih
berada di bawah UUD 1945. Problematika
ini menimbulkan persoalan dalam hukum
pidana dan hirarki perundang-undangan.

Selain itu larangan penerapan pera-
turan pidana secara retroaktif ternyata me-
nimbulkan persoalan yang rumit terutama
dalam menghadapi kejahatan jenis baru
yang tidak ada bandingannya dalam KUHP
atau peraturan pidana khusus lainnya.

F. KESIMPULAN

Persoalan retroaktif sendiri muncul
sebagai konsekuensi diterapkannya asas le-
galitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji
berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek
historis, aspek sosio kriminologis, aspek
pembaharuan hukum dalam kaitannya de-
ngan pandangan secara imperatif dan linier,
aspek yang terkait dengan politik kriminal
serta kajian dari perspektif weltanschaung
kita yaitu Pancasila, kajian dari masing-
masing aspek ini memberi implikasi yang
berbeda mengenai asas legalitas yang mana

SE.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 53
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dalam pandangan ilmu pengetahuan per-
bedaan itu justru akan memperkaya khasa-
nah ilmu hukum pidana itu sendiri, Larang-
an pemberlakuan surut suatu peraturan
pidana (retroaktif) yang tercantum dalam
Pasal 28 T ayat (1) UUD 1945 Amandemen
Kedua menimbulkan implikasi peraturan di
bawah UUD 1945 tidak dapat mengeyam-
pingkan asas tersebut.

Dari apa yang telah dijabarkan pada
sub bab pembahasan diatas, dapatlah ditarik
kesimpulan bahwa Pemberlakuan Asas Ret-

roaktif hanya berkaitan dengan hukum
pidana materiil. Dari kalimat “nullum delic-
tum” yang artinya “tidak ada delik” dan
“nulla poena” yang artinya “tidak ada pi-
dana” menunjukan bahwa hal tersebut me-
rupakan ranah hukum pidana materiil. Pem-
berlakuan Asas Retroaktif tidak dapat di-
berlakukan dalam hukum pidana formil
secara umum yakni KUHAP, namun Asas
Retroaktif dapat diberlakukan dalam hukum
pidana formil secara khusus yakni dalam
Undang-Undang KPK.
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